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ABSTRACT 
THE ANALYSIS OF THE CHANGE OF MANAGEMENT MECHANISM 

TOWARDS THE GRANT FUND ACCOUNTABILITY OF LOCAL 
ELECTION IN 2012 WITH THE CONCURRENT LOCAL ELECTION IN 

2015 IN THE BANGKA BEL/TUNG ELECTION SUPERVISORY AGENCY 

Siti Jamilah 
siti j amilah.emil@gmail. com 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

The Election Supervisory Agency (Bawaslu) is an independent institution 
mandated by Law as an institution which carries out the duties and function of 
Electoral supervision on implementation of the democracy festival. One of the 
main requirements in the electjons is to ensure funding as an integral part of the 
elections. An election funding has unique and changing pattern in line with 
regulatory changes and impro.vements made by government. One is the change in 
the status vf institutional organizers;- especially the Provincial Election 
Supervisory Agency from initially ad-hoc (temporary), becomes permanent after 
the issuance of Law No. 15/2011 on General Election Organizers. In addition, the 
pattern of disbursement and accountability of grant fund mechanisms that initially 
only passes through cycles in the Regional Budget (APED), turns into a 
mechanism in accordance with the State Budget (APBN). From some changes and 
issues surrounding the election grant fund in the Provincial Bawaslu, the author 
is interested in researching this topic in thesis to obtain a complete picture of the 
ideal future grant fund management mechanism. 

This thesis uses a qualitative research method with descriptive analysis. As 
for the sampling of respondents, purposive sample is conducted by considering 
the authority, expertise and experience in the cycle of grant fund management 
mechanism for Provincial Bawaslu. In addition, this research is also enriched 
with literature studies and legislation as an amplifier argument of this research. 

The results of this research can be concluded that First, in the 
management of grant fund, the Budget Usage Authority (KP A) may appoint the 
Commitment Making Officer (P P K) and Treasury Assistant (BP P) in the 
regencies/ cities which hold elections whose funds are sourced from direct grants. 
Second, the mechanism for accountability of the election grant funds in the 
Bangka Belitung 's Bawaslu is based on the Minister of Finance Regulation no. 
191 I PMK.05 I 2011 on the mechanism of grant management. Third, the grant
fund accountability in 2015 uses APBN mechanism. 

Keywords: Grant-fund, Management, Accountability, Regulation. 

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



ABSTRAK 
ANALISIS PERUBAHAN MEKANISME 

PENGELOLAANTERHADAPPERTANGGUNGJAWABAN 
DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2012 DENGAN 

DANA HIBAH PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 
DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Siti Jamilah 
sitijamilah.emil@gmail.com 

Universitas Terbuka 

111 

Bawaslu adalah lembaga independen yang diamanatkan oleh UU sebagai 
lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan pada pelaksanaan pesta 
demokrasi. Salah satu syarat utama dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 
adalah terjaminnya pendanaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 
pemilihan. Pendanaan pilkada memiliki pola yang unik dan terus berubah seiring 
dengan perubahan regulasi serta perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah 
satunya adalah perubahan status kelembagaan penyelenggara, khususnya Bawaslu 
Provinsi dari mulanya bersifat Ad-hoc (sementara), menjadi permanen setelah 
keluarnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 
Selain itu pola mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana hibah yang 
pada mulanya hanya melewati siklus dalam sistem keuangan pemerintah daerah 
(APBD) berubah menjadi mekanisme APBN, mengingat lembaga penerima hibah 
(Bawaslu Provinsi) adalah lembaga vertikal non struktural berdasarkan undang
undang pembentukannya. Dari beberapa perubahan dan persoalan yang 
melingkupi mengenai dana hibah pilkada bagi Bawaslu Provinsi ini, maka penulis 
sangat tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah tesis penelitian untuk 
mendapatkan gambaran lengkap mengenai pola pengelolaan dana hibah ideal 
kedepan. 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 
analisis deskriptif. Adapun mengenai penarikan sampel responden dilakukan 
dengan cara purposive dengan mempertimbangkan kewenangan, keahlian serta 
pengalaman dalam siklus mekanisme pengelolaan dana hibah bagi Bawaslu 
Provinsi. Selain itu penelitian ini juga diperkaya dengan studi literatur serta 
perundang-undangan sebagai penguat argumentasi dalam penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Dalam Pengelolaan Dana 
Hi bah, KP A dapat menunjuk PPK dan BPP di Kabupaten I Kota yang 
menyelenggarakan Pilkada yang dananya bersumber dari hibah langsung. 2. 
Mekanisme pertanggungjawaban dana hibah pilkada di Bawaslu Propinsi 
Kepulauan Bangka Belitung adalah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 
191/PMK.05/2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah. 3. Pertanggungjawaban 
dana hibah pada tahun 2015 menggunakan mekanisme APBN. 

Kata kunci :dana hibah, pengelolaan, pertanggungjawaban, regulasi 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Bawaslu 

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan 

pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang 

pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah 

pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dail 

warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk 

membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. 

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat 

dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun 

ada gesekan terjadi di luar· wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul 

merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini 

masih muncul keya:kinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia. 

yang paling ideal. 

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 

1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). 

Bawaslu dibentuk berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun i969 

tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 

Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang 

mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu 

pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan 

~~-----~ -~-------
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manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada 

Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada 

Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan 

DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhimya muncullah gagasan 

memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 

1982. Demi · memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk 

menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, 

pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalaril 

urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). 

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang 

bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah 

dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang 

diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk 

meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat 
I 
I 

. I penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari 

Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain 

lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu 

I 

' i 
menjadi Panitia: Pengawas Pemilu (Panwaslu). 

I 
Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru 

dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini 

dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc terlepas 

dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas 

i I 
I I 

Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas 

Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui 

------- - ------- ------- ---------

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 

I 1 
I 

' ' 

I 
I , 
,. 

I 
I 
I 

l 

54 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan 

dibentuknya sebu_ah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu -

(Bawaslu). Dengan telah terbentuknya Badan Pengawas Pemilu yang permanen, 

maka ditetapkan pula logo yang menjadi lambang organisasi tersebut. Adapun 

logo tersebut sebagai berikut : 

Gambar4.1 

Logo Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Logo Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan 

pengadopsian dari logo Bawaslu RI yang merupakan induk dari Bawaslu Provinsi. 

Penggunaan Logo Bawaslu adalah untuk : 

a. Memperkuat visi dan misi Pengawas Pemilu besertaj,ajarannya; 

b. Mempersatukan tekad, semangat, jiwa dan karsa seluruh pegawai di jajatan 

Pengawas Pemilu; 

c. Meningkatkan citra dan wibawa Pengawas Pemilu; 

d. Memotivasi peningkatan kinerja pegawai; dan 

e. Meningkatkan kepedulian dan kepercayaan masyarakat. 

. I 

I -I 

-------- - -----------------------------------------------
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Logo Pengawas Pemilu merupakan sebuah gambar yang utuh dengan bagian yang 

terdiri dari : 

a. Gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas; 

b. Garis lingkaran terluar warna kuning; 

c. Garis lingkaran dalam wama hitam; 

d. Garis lingkaran terdalam warna kuning; 

e. Gambar 2 (dua) bintang bersudut lima berwarna putih dengan posisi sejajar; 

f. · Tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwama putih; 

g. Tulisan Republik Indonesia berwama hitam; 

h. W arna putih dalam lingkaran terdalam warna kuning; 

1. W arna merah dalam lingkaran terdalam warna kuning;dan 

J. 'fulisan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum. 

Makna Logo Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut : 

a. Gambar Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah 

lambang negara; 

b. Latar belakang wama merah dan putih dalam lingkaran terdalam adalah 

bendera negara; 

c. Garis lingkaran terluar warna kuning menggambarkan satu arah dengan 

tujuan yang sama demi tercapainya Pemilihan Umum yang demokratis; 

d. Garis lingkaran dalam warna hitam menggrunbarkan keluasan dalam 

melakukan pengawasan dan ketegasan dalam bertindak; 

e. Garis lingkaran terdalam warna kuning menggambarkan satu kesatuan dalam 

orgamsas1; 
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f. Tulisan Badan Pengawas Pemilihan Umurn!Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum berwarna putih di dalam lingkaran warna hitam menggambarkan 

struktur kelembagaan; 

g. Gam bar 2 ( dua) bin tang bersudut lima berwama putih di dalam lingkaran 

warna hitam dengan posisi sejajar mengganibarkan integritas dan · 

imparsialitas; 

h. Tulisan Bawaslu/Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota berwarna putih di 

dalam lingkaran warna hitam adalah singkatan dari Badan Pengawas 

· Pemilihan Umum RII Provinsil Panwaslu Kabupaten/Kota; dan 

1. Tulisan Republik Indonesia berwama hitam. 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan sebuah 

organisasi yang besar juga kompleks. Sebagai suatu sistem terbuka, organisasi 

Bawaslu selalu meBghadapi tantangan baru dari lingkungannya, sehingga perlu 

menyesuaikan diri atau di tata ulang ( didesain) sesuai dengan keadaan lingkungan 

yang selalu berubah. Namun desian organisasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan azas organisasi, agar organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan 

efisien. 

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai 

dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, 

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 

dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam 

pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun 

selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial 

--- -------· 
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review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari 

Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, 

I 
I-
I menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, 

pelanggaran pidaria pemilu, serta kode etik. 

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu temyata masih berjalan dengan 

terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. 

Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya 

lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian 

kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan 

nomenklatur Sekretariat J enderal Bawaslu. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pengawasan penyelenggaraan Pemilu 

dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu 

Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar 

Negeri bersifat Ad hoc. 

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu 

Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) 

bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir 
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paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu 

selesai. 

Kedudukan Bawaslu berada di Ibukota Negara. Bawashi Provinsi 

berkedudukan di Ibukota Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di 

'' I Ibukota Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibukota 
l 

kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau nama 

lain/kelurahan, Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan 
i I 

I 
Republik Indonesia. 

I I 

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar 

Negeri terdiri atas individu yang mempunyai kemampuan pengawasan dan 

penyelenggaraan pemilu. Adapun susunannya keanggotaan terdiri dari : 

a. Bawaslu RI sebanyak 5 (lima) orang, 

b. Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang, 

c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (orang) 

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga orang) 

e. Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) orang dan paling banyak 5 

(lima) orang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS. 

f. Pengawas Pemilu Luar Negeri sebanyak 3 (tiga) orang. 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu 

Kecamatan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua 

Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua 

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh 

anggota. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 
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dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak: suara yang sama. Komposisi 

keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota 

memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

persen). Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun 

terhitung sejak: pengucapan sumpah/janji. 

1.1 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi 

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: 

a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provms1 yang 

meliputi: 

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan 

penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 

2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan 

anggota Dewan Perwakilan Rak:yat Daerah Provinsi, dan pencalonan. 

Gubemur; 

3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwak:ilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon Gubemur; 

4. Penetapan calon Gubemur; 

5. Pelak:sanaan kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiartnya; 

7. Pelak:sanaan penghitungart dan pemungutan suara dan penghitungan 

suara hasil Pemilu; 

8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 
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9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan 

oleh KPU Provinsi; 

1 0. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, 

dan Pemilu susulan; dan 

11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi dan pemilihan Gubemur; 

b. Mengelola, memelihara, . dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu 

Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang 

ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI; 

c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksariaan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemill:l; 

d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk 

ditindaklanjuti; 

e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menj adi kewenangannya kepada 

instansi yang berwenang; 

f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan 

rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh 

Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi; 

g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang 

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan pegawai 

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang 

------- ---~-

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



61 

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang 

berlangsung; 

h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 

1. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi dapat: 

a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara 

dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran dan 

b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan 

terhadap tindakan yang mengandurtg unsur tindak pidana Pemilu. 

1.2 Kewajiban Bawaslu Provinsi 

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 
·, 

b. Melakukan pembinaan dan · pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang betkaitan dengan dugaan 
.~~ ·, 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

mengenai Pemilu; 

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan ~epada Bawaslu sesum dengan 

tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasatkan kebutuhan; 

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan 

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang 

mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat 

provinsi; dan 

------------~ ------- ------~--

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I ' 

I ' 

'i 

62 

f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan. 

1.3 Visi 

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil Pemilu 

melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk 

mewujudkan pemilu yang demokratis. 

1.4 Misi 

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan. 

2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas. 

3. · Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalan 

penegakan hukum pemilu. 

4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam 

pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan 

pelanggaran. 

5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatifberbasis masyarakat sipil. 
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2. Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebagai berikut: 

Gambar4.2 
Bagan Struktur Organisasi 

Badan Pengawas Pemilihari Umum Provinsi 

PLENO . 

I 
I Alat Kelengkapan 

Ketua 
I 

I 
I 

Divisi Pokja. 

Dibentuk sesuai 
kebutuhan 

L-------1! Kepala Sekretariat -~ 

Pencegahan & Hubal 

Penindakan Pelanggaran 

I 

. Organisasi dan SDM 

Sub bag 
Administrasi 

Sub bag 
TeknisPenyelenggara 

an Pengawasan 
Pemilu 

I 
Pegawai 

Sumber: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Subbag Hukum, 
Humas dan Hubal 

Badan Pengawas Pemilihan Umurn (Bawaslu) Provinsi adalah lembaga 

penyelenggaraan pemilihan urnurn yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan urnurn diWilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-

I 

~-------------- -
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undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang 

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur sesuai peraturan perundang-undangan. 

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Provinsi bertanggung jawab 

kepada Bawaslu. Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan 

pengawasan penyelenggaraan J>emilu secara periodik kepada Bawaslu. Bawaslu 

Provinsi menyampaikan laporan kegiatan pengawasan setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan gubemur kepada Gubemur dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi. 

Bawaslu Provinsi mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta 

kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah 

kerja. Pendistribusian berdasarkan fungsi dibagi dalam 3 (tiga) divisi yang terdiri 

atas: 

a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga; 

b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan 

c. Divisi Organisasi dan SDM. 

Divisi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 1 (satu) orang anggota 

sebagai koordinator. Pendistribusiail berdasarkan pembagian wilayah kerja dibagi 

I dalam beberapa kabupatenlk:ota secara proporsional. Wilayah kerja dipimpin oleh 

·I 
I 

I I 

setiap anggota Bawaslu Provinsi Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga 

mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut: 

a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat Provinsi; 

b. Pengadministrasian hasil pengawasan; 

c. Hubungan masyarakat; 

I 
I 

--------------------- -----
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d. Kerjasama antar lembaga; 

e. Sosialisasi pengawasan Pemilu; dan 

f. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan 

Hubungan antar Lembaga. 

Divisi Penindakan Pelanggaran mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut: 

a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran; 

b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; 

c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan; 

d. Penyelesaian sengketa pemilu; dan 

e. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan 

Pelanggaran. 

Divisi Organisasi dan SDM mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut: 

a. Pembentukan Panwaslu Kabupaten/Kota; 

b. Pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kabupaten/Kota; 

c. Pembinaan Panwaslu Kabupaten!Kota; 

d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan 

e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir 

Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu . 

Bawaslu Provinsi mengambil keputusan melalui Rapat Pleno. Keputusan 

ini adalah menyangkut: 

a. Pemilihan KetuaBawaslu Provinsi; 

b. Penetapan danpengangkatan Panwaslu Kabupaten!Kota; 

c. Penetapan rencana kegiatan pengawasan; 

-- -- ------ ---------- --------------- ------------------------ --
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d. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian 

sengketa; 

e. Pengusulan calon Kepala Sekretariat; 

f. Mengesahkan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan 

penyelenggaraan Pemilu; atau 

g. Hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Bawaslu 

Provinsi. Rapat Pleno diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi. Rapat Pleno dapat 

diselenggarakan atas usulan anggota Bawaslu Provinsi. Setiap anggota Bawaslu 

Provinsi w8.jib menghadiri rapat pleno. Kehadiran anggota dibuktikan dengan 

daftar hadir. Rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila diikuti oleh paling sedikit 

2 (dua) anggota. Keputusan rapat pleno Bawaslu Provinsi sah apabila disetujui 

oleh paling sedikit 2 (dua) anggota. Dalam hal rapat pleno tidak dapat mengambil 

keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno berikutnya. 

Undangan dan agenda rapat pleno Bawaslu Provinsi disampaikan secara tertulis 

paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat pleno dilaksanakan. Rapat pleno 

dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno 

dipimpin oleh salah satu anggota yang hadir. Kepala Sekretariat BawasluProvinsi 

wajib · memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno. Dalam 
I 

I 

I 
I hal keadaan memaksa, dapat dikecualikan. Basil rapat pleno dituangkan dalam 

i 
Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota. Dalam 

keadaan mendesak, Bawaslu Provinsi dapat melakukan rapat pleno melalui media 

telekomunikasi yang disepakati. Keadaan mendesak meliputi keadaan dimana 

-- -------------
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Bawaslu Provinsi harus membuat suatu keputusan dalam jangka waktu kurang 

dari 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan anggota tidak dapat memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (1 ). Selain rapat pleno, 

Bawaslu Provinsi dapat melaksanakan rapat yang terdiri atas rapat koordinasi dan 

rapat teknis. 

Rapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan pengawasan 

Pemilu. Rapat koordinasi merupakan kegiatan untuk penyamaan persepsi, 

penyerasian, dan penyatuan tindakan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan 

wewenang. 

Rap at koordinasi terdiri dari: 

a. Bersifat internal yang diikuti oleh anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan/atau Pengawas TPS; dan 

b. Bersifat ekstema:l yang diikuti oleh Bawaslu bersama lembaga atau instansi 

lain yang setingkat. 

Rapat teknis dilakukan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan 

teknis pelaksanaan pengawasan Pemilu. Rapat teknis diikuti oleh anggota 

Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran sekretariat. 

Pelaksanaan tugas, wewenang dan dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu 

Provinsi lain. Dalam hal koordinasi dengan Bawaslu Provinsi lain, dilakukan 

dengan sepengetahuan Bawaslu. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 

kewajiban, Bawaslu Provinsi berkonsultasi kepada Bawaslu jika diperlukan. 

Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pembinaan; 
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b. Pengawasan; 

, I c. Evaluasi; dan 
: 

d. Lain-lain fungsi pengorganisasian sesum ketentuan peraturan perundang-

undangan Pemilu. 

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan Bawaslu Provinsi melakukan: 

a. Pembimbingan teknis; 

b. Memberikan arahan dan menyediakan wadah konsultasi, kepada Panwaslu 

Kabupaten/Kota. 

Dalarri menyelenggarakan fungsi Bawaslu Provinsi dapat melakukan supervisi 

kepada Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan fungsi 

pengawasan Bawaslu Provinsi melakukan: 

b. Pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu 

yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; dan 

I . 
b. Mengawasi ketaatan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota terhadap ketentuan 

I 
'I 

Kode Etik Penyelenggara Pemiludan peraturan perundang-undangan 

I 

! ! mengenai Pemilu. 

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu, 
• r I 

i i 
Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan 

I 

i 
I 

Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Yang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris 

Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Kepala Sekretariat 

Panwaslu Kabupaten!Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Sekretaris Jenderal 

Bawaslu RI adalah ( esselon IB). Sekretariat Bawaslu Provinsi yang sebelumnya 

ad-hoc menjadi permanen yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat (esselon Ilia) 

--------- --- --- ~--~-- -- --------------- ----
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dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala · Sekretariat. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kepahi Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung 

jawab kepada Bawaslu Provinsi dan kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota 

bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. Sekreatiat ini bertugas 

untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 
I 
! 

tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jerideral Bada:n Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

pada Pasal 6 ayat (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi pada ayat (2) Sekretariat Bawaslu 

Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi 

diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu. 

Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat berasal dari Pegawai Negeri 

Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi yang 

berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang 

dibutuhkan melalui sistem kontrak. Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi 

diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu. 

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

-------------------- -------------------------- --- ----
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Jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, 

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

Tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi yaitu memberikan dukungan administratif dan 

teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi. 

Dalam melaksanakan tug as Sekretariat Bawaslu . Provinsi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Kooi"dinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu 

Provinsi. 

b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi. 

c. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi 

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan 

keuangan di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi. 

Da:lam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) 

Subbagian yang dipimpin Kepala Subbagian yang terdiri dari: 

a. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu; 

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan 

Pemilu, teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan 

dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan 

berkas pengaduan pelanggaran kode etik. 

- -·-~ --------- ---------------~- -· ---
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b. Kasubbag Administrasi; dan 

Subbagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

I I 
program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan 

I 

i 
pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, 

I I 

pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, 

i 1 protokol, serta koordinasi pelaksanaan pengawasan internal 

I 

I 
• 1 I 

I 
I I 

I I I , 

.- i 
I 
I 

I I 

: 

I 
I 

I I 

c. Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. 

Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum, hubungan 

masyarakat, dan kerjasama antar lembaga 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Bawaslu Provinsi 

mempunym wewenang: 

a. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi. 

b. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan 

barang milik negara. 

c. Menandatangani peljanjian kerjasama. 

d. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu 

Kabupaten!Kota atas nama Sekretaris J enderal. 

e. Mengoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu 

Kabupaten/Kota. 

- ------ --- -------------- -------------------

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



. I 
! 
I 

' 

, I 

I I 

i 
I 
i 
I 

:I 

i 
I 

'! 
I I 

I 

I 
I I 

i 

I 

72 

B. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data maka diperolah hasil 

sebagai berikut : 

1. Permasalahan Pengelolaan HibahLangsung Bawaslu Tahun 2012 

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2012 

Secara teknis, penyusunan anggaran kegiatan Pilkada sebelumnya 

telah diatur dalam Permendagri 44 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri 57 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Repu:blik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan 

Umum Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah. 

Penganggaran Belanja Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur 

dibebankan pada APBD Provinsi, penganggaran belanja Pemilu 

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dibebankan pada APBD 

Kabupaten/Kota. Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil 

Bupati/Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan 

menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Ketja Pengelola 

Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, 

obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

kepada Panwaslu Provinsi. Belanja Pemilu Gubemur dan Wakil 

Gubemur yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut 

urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, 

·-------- - ---·---
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obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

kepada Panwaslu Kabupaten/Kota. 

Belanja Hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

diperuntukkan untuk kebutuhart meliputi : 

. i a. Honorarium Ketua dan Anggota Panwaslu Provinsi, Sekretariat 
' : 

Panwalu Provinsi, Anggota Pokja Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota 

Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat 

Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatim dan 

Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan. 

b. Uang lembur kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, 

Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di 

Desa/Kelurahan. 

c. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahanlmaterial, jasa 

publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi huk~, 

pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa 

sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan 

minuman, perj alanan dinas, pendistribusian surat suara, serta 

verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan. 

Honorarium danlatau uang lembur sebagaimana dimaksud 

I 
I 

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan 

I 
kemampuan daerah, tingkat inflasi masing-masing daerah 

I' 

I 
mempertimbangkan besaran honorarium danlatau uang lembur Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. 

I 
I 

I 
I 
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Honorarium dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sej ak 

yang bersangkutan melaksanakan tugas. Standar satuan harga atas barang 

dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan 

menyesuaikan harga yang berlaku setempat. 

Pada tahun 2012, pengelolaan dana hibah masih berpedoman pada 

Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 dan Bawaslu provinsi belum 

terbentuk sebagai sebuah lembaga yang permanen, tetapi masih disebut 

sebagai Panitia Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu) yang bersifat 

Ad hoc (sementara). 

Pengelolaan dana hibah tahun 2012 sesuai dengan Permendagri 

Nomor 57 Tahun 2009, dikelola oleh SKPD bukan dikelola oleh Panwaslu 

sebagai penerima hibah. Panwaslu Provinsi harus menyusun Rencana 

Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubemur dan Wakil Gubemur mencakup 

anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten!Kota, Panwaslu 

Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pada pasal 6 ayat (3) 

disebutkan bahwa dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan 

Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh Sekretaris Daerah. 

Cost (kesediaan anggaran) tergantung dengan kemampuan daerah 

masing-masing, sehingga bagi daerah yang memiliki kemampuan cukup 

besar dalam menunjang atau memberikan dana hibah untuk panwas 

kabupatenlkota maka akan mendapatkan ketersediaan anggaran yang besar 

pula. Berbeda dengan daerah yang kemampuan penyediaan anggarannya 

------- --· ---------------- ----

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I I 

< I 

I : 
, I 

I I , I 
I : 
I , 
I I 
' I 
I 

I 
, I 

I 

75 

sedikit. Anggaran dana hibah untuk Pilkada Tahun 2012 disetujui oleh 

Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 8.454.485.000 dengan rincian Tahun 

2011 sebesar Rp. 6.671.495.000, dan Tahun 2012 sebesar Rp. 

1.782.990.000. 

Kepala SKPD atau Sekretaris Daerah menyusun DPA-PPKD belanja 

hibah Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah setelah Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 

APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara 

Umum Daerah mengesahkan DP A-PPKD setelah mendapat persetujuan 

Sekretaris Daerah selaku koodinator pengelolaan keuangan daerah. 

DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu Gubemur dan Wakil 

Gubemur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi 

mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/K.ota dan Panwasu Kecamatan serta Pengawas Pemilu 

Lapangan di Desalkelurahan. PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana 

(SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu yang tercantum dalam DPA-PPKD. 

Dan disampaikan kepada Ketua Panwaslu untuk belanja hibah Pemilu 

Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan 

Panwaslu Kabupaten!Kota. SPD dijadikan dasar oleh Ketua Panwaslu 

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten!Kota untuk mengajukan permintaan 

dana kepada Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna 

Anggaran. Kepala SKPKD atau Seketaris Daerah selaku Penggun 

Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) 

------~-- -------- --- -~ =--- - ---- ~ ~ 
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kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengaJuan 

permintaan Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten!Kota. 

Pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah pemilu kepada panwaslu 

Provinsi/Kabupaten!Kota disesuaikan dnegan tahapan penyelenggaraan 

pemilu Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tercantum 

dalam DPA-PPKD. 

b. Mekanisme Pertanggungjawan dana hibah pilkada Tahun 2012 

1. Panwaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota bertanggungjawab 

secara fisik dan ki:mangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Panwaslu 

Provinsi dan Panwaslu Kabupaten!Kota. 

2. Panwaslu Provinsi menyampaikan peraturan pertanggungjawaban 

penggunaan belanj a hi bah Pemilu Kepala Daerah dan W akil Kepala 

Daerah kepada Gubemur dan DPRD Provinsi. · 

3. Panwaslu Kabupaten!Kota menyampaikan peraturan 

pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD 

Kabupate/Kota. 

4. Penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu 

Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah dilakukan paling lam bat 

3 (tiga) bulan setelah berakhimya seluruh tahapan penyelenggaraan 

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

---------- ---
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Skema Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2012 
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1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh 

Gubemur dan Ketua Bawaslu Provinsi 

2. Pemerintah Daerah melakukan transfer dana ke Bawaslu tanpa register 

ke rekening Bawaslu/Panwaslu. 

3. Belanja Hibah Pilkada tidak dicatat pada APBN, tetapi 

pertangungjawabannya menggunakan mekansime APBD 
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c. Permasalahan Regulasi Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2012 

Kementerian Dalam Negeri sudah membuat aturan mengenai 

pengelolaan dana hibah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

57 Tahun 2009 yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana 

hibah untuk pilkada tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, mekanisme 

yang digunakan adalah mekanisme APBD dimana Bawaslu Provinsi masih 

bersifat sementara (Ad hoc) sehingga pengelola keuangan juga bersifat 

sementara. Mekanisme APBD berarti penggunaan dan pengelolaan dana 

hibah tidak tercatat dan dilaporkan ke pusat karena tidak dilakukannya 

registrasi. . 

2. Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung Bawaslu Tahun 2015 

a. Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2015 

Mekanisme pengelolaan dana Hibah diatur pada Peraturan Menteri 

Keuangan No PMK191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan 

Hibah. Sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, kelembagaan 

pengawas pemilu bersifat tetap hanya Bawaslu Rl dan Bawaslu Provinsi, 

sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas 

Pemilu yang bersifat ad hoc. 

Panwaslu yang bersifat sementara tidak dapat dibentuk satker 

tersendiri untuk mengelola dan hibah pemilihan Bupati/Walikota, 

sehingga panwaslu tidak dapat menetapkan KP A dan pej abat 

perbendaharaan sehingga beban tersebut ada pada Bawaslu Provinsi 

----------
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untuk menetapkan KPA dan pejabat perbendaharaan untuk Panwas 

kabupaten!kota. Dana hibah yang disetujui oleh Pemerintah Daerah 

sebesar Rp. 11.567.690.000,- dengan rincian untuk Kabupaten Bangka 

Selatan sebesar Rp. 3.330.460.000,- Kabupaten Bangka Barat 

Rp. 3.000.000.000,- Kabupaten Bangka Tengah sebesar 

Rp. 2.534.775.000,- dan Kabupaten Belitung Timur sebesar 

Rp. 2.702.455.000,-

Tahapan pengelolaan dana hibah yang berasal dari hibah utuk 

Pengawasan Pemilihan Gubemur/Wakil Gubemur sebagai berikut: 

· I. Perencanaan dana hibah 

a. Bawaslu Provinsi mengajukan usulan kebutuhan dana 

penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) kepada Gubemur dan dibahas dengan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) .. 

b. Dana Hibah kegiatan pengawasan Pemilihan Gubemur dan 

Wakil Gubemur yang telah disetujui, kemudian dituangkan ke 

dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan 

ditandatangani oleh Gubemur dan Ketua Bawaslu Provinsi. 

c. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah 

yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Registrasi NPHD 

a. Setelah NPHD ditandatangani, Bawaslu Provinsi selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran mengajukan permohonan registrasi hibah 
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kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

Kementrian Keuangan c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan 

Setelmen dengan tembusan Sekretaris Jenderal Bawaslu. 

b. Pengajuan permohonan registrasi hibah langsung pemilihan 

' i dengan melampirkan : 

1. Fotokopi NPHD yang telah dilegalisir oleh KPA 

2. Ringkasan Hibah 

3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah 

a. Bawaslu Provinsi selaku KP A mengajukan permohonan 

persetujuan pembukaan rekening Hibah kepada BUN/Kuasa 

BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk 

uang. 

b. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat 

dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah. 

c. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KP A mengajukan 

specimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana atas nama 

Kuasa Pengguna Anggaran (KP A) dan Bendahara Pengeluaran 

(BP). Dalam hal rekening telah dibuka dan atau digunakan dapat 

dilakukan perubahan specimen. 

d. Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului 1zm 

pembukaan rekening, Bawaslu Provinsi mengajukan 1zm 

penggunaan rekening dimaksud kepada KPPN mitra kerja. 

-------
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4. Revisi DIPA 

a. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung Pemilihan 

Gubemur dan W akil Gubemur dilakukan Revisi DIP A sesuai 

dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah 

Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi 

hibah langsung dan izin pembukaan rekening paling lambat 

pada bulan Agustus tahun berkenaan dan tidak dapat melainpaui 

tahun anggaran berkenaan, sesuai dengan mekanisme dan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur Revisi Anggaran 

(APBN). 

b. Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana 

hibah, atas penambahan pagu DIP A yang berasal dari dana 

hibah langsung Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur di 

input dalam satu sub output Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan nama 

program pengawasan penyelenggaraan pemilu . 

c. Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan 

sampai dengan akhir tahun 2015, Bawaslu dapat mengajukan 

revisi DIPA pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa 

dana yang belum digunakan. 

5. Penerimaan Dana Hibah 

a. PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah 

kegiatan pengawasan pemilu kepada Bawaslu Provinsi melalui 

--------- -- --------
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mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pencairan dana hibah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap 

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan 

pemilihan. 

c. Dana Hibah oleh Bawaslu Provinsi diterima melalui rekening 

Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui Kuasa BUN dengan 

nilai sesuai lokasi yang elah ditetapkan pada NPHD yang 
I 

, I 
1 

, ditandatangani Gubemur dan Ketua Bawaslu Provinsi. 

d. Bendahara Pengeluaran mencatat penerimaan dana hibah ke 

dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

e. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 di rekening 

penampungan dana hibah langsung masih dapat digunakan pada 

Tahun anggaran berikutnya. 

f. Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah 

· tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 

2015, maka Bawaslu Provinsi mengusulkan addendum ke 

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

I 
I 
I 6. Penggunaan Dana hibah 
I 
I 

. I : 
I I 
: I 

I I 
I I 
I I 

I 
I 

~----- ------- ----

a. Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran operasional yang 

diijinkan disimpan dalam brankas adalah Rp 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) per hari. 

----------- --------------------------
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b. Realisasi penggunaan dana hibah harus sesua1 dengan akun 

belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang. 

c. 1). Tarif tertinggi perjalanan dinas, paket meeting, sewa 

inventaris kantor, sewa gedung, dan sewa kendaraan yang 

menggunakan dana hibah mengacu kepada ketentuaan 

Standar Biaya Masuk (SBM) tahun 2015. Untuk alasan 

geografis, tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan 

peraturan/keputusan Gubemur. 

2). Dalam hal standar biaya yang belum diatur dalam PMK 

serta alasan geografis, maka tarif tertinggi dapat disesuaikan 

dengan kondisi setempat. 

3). Standar biaya sebagaimna dimaksud dalam haruf c angka 1) 

dan 2) ditetapkan dengan Peraturan I Keputusan Gubemur. 

d. Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas 

Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku 

Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh 

Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi (Pemilihan 

Gubemur dan Wakil Gubemur) 

e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku 

pem bantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas 

Umum dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan 

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutup Kas yang 

diketahui/disetujui oleh KP A atau PPK atas nama KP A. 

----------- ----- - -
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f. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu harus membuat LPJ dan nielakukan 

i Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 
, I 

. I I 
I 

I 
I 
I 

'I 

' 

I i 

' I : 
, I 

I 
I 

g. Terkait dengan poses verifikasi, prosedur pembayaran dan 

pemotongan/pemungutan. pajak berpedoman pada ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

h. Penambahan Hononarium pengelola keuangna atas dana hibah 

dibebankan dari dana DIP A dan APBN Reguler. 

1. Dalam hal sampm dengan kegiatan berakhimya kegiatan 

pemilihan masih terdapat sisa dan hibah kegiatan pemilihan, 

maka Bawaslu Provinsi harus mengembalikan paling lambat 

bulan April 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (untuk dana APBD). 

7. Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan Dana Hi bah 

Prosedur ini mengatur tentang pengesahan dan penggunaan dana 

hibah yang diterima dan dibelanjakan oleh Bawaslu Provinsi dengan 

tahapan sebagai berikut : 

a. Pendapatan dan belanja dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 

yang sumber dananya berasal dari hibah langsung Pemerintah 

Daerah hams disahkan. · Proses pengesahan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran setiap bulan sejak ditetapkannya revisi 

DIP A paling lam bat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya. 

b. Seluruh pcndapatan dan bclanja dalam rangka penyelenggaraan 

pilkada yang sumber dananya berasal dari hibah langsung 

--- --------------
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Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Panwaslu 

Kabupaten/Kota, pengesahannya dilakukan melalui Bawaslu 

provinsi sebagai Kuasa pengguna Anggaran. 

c. Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 

mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung 

(SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima dan belanja yang 

telah dilakukan oelh Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu 

Kabupaten/Kota kepadaKPPN mitra kerjanya. 

d. Pengajuan SP2HL oleh Bawaslu Provinsi sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran dilampiri : 

1. Copy rekening atas rekening hibah 

2. SPTMHL (Surat Pemyataan Telah Menerima Hibah 

langsung) 

3. SPTJM (Surat Pemyataan Tanggungjawab Mutlak) 

4. Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk 

pengajuan SP2HL pertama kali. 

e. Atas SP2HL yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran, KPPN akan menerbitkan Surat 

Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dalam rangkap 3 (tiga) 

dengan ketentuan : 

1. Lembar ke-1, untuk KP A 

2. Lembar ke-2, untuk DJPPR dengan dilampiri copy SP2HL; 

dan 

3. Lembar ke-3 untuk petinggal KPPN. 

------------~--
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Atas SPHL yang diterima dari KPPN, Bawaslu Provinsi sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran membukukan belanja yang 

bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di Bawaslu 

Provinsi dari hibah serta sebagai dokumen sumber dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. 

8. Konfirmasi 

Bawaslu Provinsi menyampaikan konfirmasi atas penerimaan dana 

hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan baik yang diterima oleh 

Bawaslu Provinsi maupun yang diterima oleh Panwaslu 

Kabupaten/Kota (setelah terlebih dahulu dikonsolidasikan oleh 

Bawaslu Provinsi) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan 

, ~ Setelmen setiap triwulan. 

9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana hibah yang dikelola BP 

a. Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi menyusun 

laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi 

penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui 

oleh KP A sesuai dengan output aplikasi pengelolaan keuangan. 

b. Setiap bulan BP Bawaslu Provinsi wajib membuat LPJ 

dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan 

serta Berita Acara rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan 

Bawaslu RI. 

c. Laporan BP Bawaslu Provinsi dilampiri Surat Pemyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang sudah ditandatangani 
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PPK dan BPP diketahui oleh KP A Bawaslu paling lambat 

tanggal 1 0 pada bulan berikutnya setelah melakukan 

Rekonsiliasi dengan KPPN mitra kerja serta menyampaikan 

tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian Pengawasan Internal 

dan Tata laksana Sekertariat Jendral Bawaslu RI disertai dengan 

Arsip Data Komputer (ADK). 

d. Rincian dalam laporan bulanan penggunaan dana hibah harus 

sesuai dengan Bu.kti Kas Uri:mm dan Buku Pembantu. 

e. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah ini harus didukung 

dengan bukti pengeluaran yang memadai dan dokumken 

pengesahaan penerimaan dan pengeluaran dana hibah. 

f. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah menjadi bahan dalam 

Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi 

bahan Laporaan Sementara dan Laporan Tahunan Bawaslu RI. 

g. Kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun laporan akhi;r 

penggunaan dana hibah yang mehcakup ryalisasi penemrimaan 

dan pengeluaran serta sisa dana hibah. Format laporan bulanan 

disajikan sesuai dengan output aplikasi pengelolaan keuangan. 

h. Laporan akhir penggunaan dana hibah dikirimkan kepada 

Gubernur dengan tembusan ke Bagian Keuangan dan Bagian 

Pengawasan Internal Sekretariat Jendral Bawaslu RI paling 

lambat 1 (satu) bulan selah berakhirnya seluruh tahapan 

kegiatan pemilihan. 
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I 

Tahapan pengelolaan dana hibah yang berasal dari hibah utuk 

Pengawasan Pemilihan Bupati/Walikota sebagai berikut: 

1. Perencanaan dana hibah 

a. Panwas Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan dana 

penyelenggaraan pengawasan Pemilihan disertai Kerangka Acuan 

Kerja (KAK) kepada Bupati/Walikota dan dibahas dengan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (T APD). 

b. Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, penyusunan 

anggaran difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi 

c. Dana hibah kegiatan pengawasan Pemlihan Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah disetujui, 

kemudian dituangkan ke dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD) dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua 

Panwas Kabupaten/Kota. 

d. NPHD · dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah 
I 

I ' yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Registrasi NPHD 

a. Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota mengusulkan 

registrasi NPHD, pembukaan dan/atau izin penggunaan rekening 

dana hibah, dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagai bahan 

revisi ke Kepala Sekretariat Bawaslu ditandatangani, Bawaslu 

. I ' 

i I 
Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan 

permohonan registrasi hibah kepada Direktur Jenderal 

-------------------- ------------------------ ---------
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Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan c.q. 

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan tembusan 

Sekretaris J enderal Bawaslu. 

I 

I b. Pengusulan registrasi hibah langsung pemilihan dengan 

melampirkan : 

1. Fotokopi NPHD yang telah dilegalisir oleh KPA 

2. Ringkasan Hibah 

3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah 

a. Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat 

dilakukan mendahului persetujuan registrasi hibah. 

b. Kepala Sekretariat Panwas . Kabupaten/Kota selaku PPK 
I I 

i i 
I mengajukan specimen tanda tangan dalam rangka penarikan dana 
I 

atas nama PPK dan BPP. Dalam hal rekening telah dibuka dan 

atau digunakan dapat dilakukan perubahn specimen. 

c. Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului 1zm 

pembukaan rekening, Panwaslu Kabupaten/Kota mengajukan 

. I izin penggunaan rekening dimaksud kepada Kepala Sekretariat 
' I 

, I Bawaslu Provinsi. 

4. Revisi DIPA 

a. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung Bupati dan Wakil 

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dilakukan Revisi DIPA 

sesuai dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah 

Perbendaharaan setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi, 

--- ----------------- ----------------------------------- -----------

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I I 

90 

sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur Revisi Anggaran (APBN). 

b. Untuk mempermudah pengendalian terhadap pengelolaan dana 

hibah, atas penambahan pagu DIP A yang berasal dari dana hibah 

langsung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati!Walikota dan Wakil 

Walikota di input dalam satu sub output Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 

dengan nama program pengawasan penyelenggaraan pemilu. 

c. Dalam hal terdapat sisa dana hibah yang belum digunakan sampai 

Kabupaten/Kota dapat mengajukan revisi DIP A ke Bawaslu 

Provinsi pada tahun anggaran 2016, maksimal sebesar sisa dana 

yang belum digunakan. 

5. Penerimaan Dana Hibah 

a. PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan dana hibah 

kegiatan pengawasan pemilu kepada Panwas Kabupaten/Kota 

melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

b. Pencairan dana hibah dapat d}lakukan sekaligus atau bertahap 

sesua1 dengan kebutuhan penyelenggaraan pengawasan 

pemilihan. 

c. Dana Hibah oleh Panwas Kabupaten/Kota diterima melalui 

rekening Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui Kuasa BUN 

dengan nilai sesuai lokasi yang elah ditetapkan pada NPHD yang 

-------------------------- ---- -
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ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Pawas 

Kabupaten/Kota. 

d. Bendahara Pengeluaran mencatat penenmaan dana hibah ke 

[ ' dalam Buku Kas Umum dan Buku Bank sesuai ketentuan yang 
I 
I 

i l 

I i 

, I 
: i 
I 
I 

I 

i 
I 

I 
. I 
I 

I I 

berlaku. 

e. Apabila pada tanggal 31 Desember 2015 di rekening 

penampungan dana hibah langsung masih dapat digunakan pada 

Tahun Anggaran berikutnya. 

f. Apabila pada NPHD tercantum klausul atas saldo dana hibah · 

tersebut disetorkan ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 

2015, maka Bawaslu Provinsi mengusulkan addendum ke 

pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Penggunaan Dana hibah 

a. Batas tertinggi uang tunai untuk pengeluaran opersionala yang 

diijinkan disimpan dalain brankas adalah Rp 50.000.000,- (lima 

puluhjuta nipiah) per hari. 

b. Realisasi penggunaan dana hibah harus sesuai dengan akun 

belanja pengeluaran yaitu Akun Belanja Barang. 

c. 1). Tarif tertinggi perjalanan dinas, paket meeting, sewa 

inventaiis kantor, sewa gedung, dan sewa kendaraan yang 

menggunakan dana hibah mengacu kepada ketentuaan 

Standar Biaya Masuk (SBM) tahun 2015. Untuk alasan 

geografis, tarif tertinggi dapat disesuaikan dengan 

Peraturan/Keputusan Gubemur. 

--- ------------- --------------
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2). Dalam hal standar biaya yang belum diatur dalam PMK serta 

alasan geografis, maka tarif tertinggi dapat disesuaikan 

dengan kondisi setempat. 

3). Standar biaya sebagaimna dimaksud dalam haruf c angka 1) 

dan 2) ditetapkan dengan Peraturan I Keplitusan Bupati dan 

Walikota. 

d. Semua pengeluaran dana hibah harus dicatat dalam Buku Kas 

Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku 

Pajak, Buku Pengawasan Anggaran, dan Buku Panjar) oleh 

Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Provinsi (Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati!Walikota dan Wakil Walikota) 

e. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

harus melakukan penutupan Buku Kas Umum dan buku-buku 

pembantu setiap bulan dengan menandatangani Buku Kas Umum 

dan buku-buku pembantu disertai dengan penyusunan Berita 

Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutup Kas yang 

diketahui/disetujui oleh PPK. 

f. Setiap bulan Bendahara Pengeluaran Pembantu harus membuat 

LP J dan melakukan Rekonsiliasi yang dituangkan dalam Berita 

Acara Rekonsiliasi. 

g. Terkait dengan poses verifikasi, prosedur pembayaran dan 

pemotonganlpemungutan pajak berpedoman pada ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

------- -------------------------------------------------- I 
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h. Penambahan Hononarium pengelola keuangan atas dana hibah 

dibebankan dari dana DIPA dan APBN Reguler. 

1. Dalam hal sampai dengan kegiatan berakhimya kegiatan 

pemilihan masih terdapat sisa dan hibah kegiatan pemilihan, 

maka Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan paling 

lambat bulan April 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (untuk dana APBD). 

7. Pengesahan Penerimaan dan Penggunaan Dana Hi bah 

Untuk proses pengesahan, Panwas Kabupaten/Kota menyiapkan 

dokumen - dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan 

menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi. 

8. Konfirmasi 

Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan konfirmasi atas penerimaan 

dana hibah untuk kegiatan pengawasan pemilihan baik yang diteririla 

oleh Panwas Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi . 

9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana hibah yang dikelola BP 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Panwas Kabupaten/Kota 

menyusun laporan bulanan dana hibah yang mencakup realisasi 

penerimaan dan pengeluaran serta sisa dana hibah dan disetujui 

oleh PPK. 

b. Setiap bulan BPP Panwas Kabupaten/Kota wajib membuat LPJ 

dilengkapi dengan Berita Acara Opname Kas dan Persediaan serta 

Berita Acara rekonsiliasi dengan BP Bawaslu Provinsi disertai 

dengan copy rekening Koran bank. 

- ---- .. -------------------------------- --------------------------------
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c. Bukti pengeluaran (fisik/kuitansi) yang sudah ditandatangani oleh 

PPK (Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota) disimpan oleh 

Panwas Kabupaten/Kota dan diserahkan ke Sekretariat Bawaslu 

Provinsi setelah berakhimya masa tugas Panwas Kabupaten/Kota. 

d. Laporan BPP dilampiri Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak 

(SPTJM) yang sudah ditandatangani PPK (Kepala Sekretariat 

Panwas Kabupaten/Kota) dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota 

paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. 

e. Rincian dalam laporan bulanan penggunaan dana hibah harus 

sesuai dengan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu. 

f. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah ini harus didukung 

dengan bukti pengeluaran yang memadai dan sah. 

g. Laporan Bulanan Pengeluaran Dana Hibah menjadi bahan dalam . 

Penyusunan · Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi serta menjadi 

bahan Laporaan Sementara dan Laporan Tahunan Bawaslu RI. 

h. Kepada Sekretariat Panwas Kabupaten/kota menyusun laporan 

akhir penggunaan dana hibah yang mencakup realisasi 

penerimaan dan pengeluaran serta s1sa dana hibah. Format 

1aporan bulanan disajikan sesum dengan output aplikasi 

pengelolaan keuangan. 

1. Laporan dikirimkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan 

Bawaslu Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhimya 

seluruh tahapan kegiatan pemilihan. 
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Tahap pelaksanaan anggaran (APBN) merupakan kewenangan 

Presiden selaku kepala pemerintah untuk melaksanakan seluruh kebijakan 

yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada awal tahun 

anggaran, langkah pertama yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan 

anggaran meliputi penetapan pejabat pengelola anggaran serta penerbitan dan 

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIP A) sebagai dasar hukum 

pelaksanaan anggaran bagi masing-masing kementerian/lembaga dan instansi 

pemerintah lainnya. 

Sebagai lembaga permanen yang bergerak dalam pengawasan pemilu, 

yang memiliki anggaran yang bersumber dari APBN juga lembaga yang 

mendapatkan hibah dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan 

Gubemur. dan Wakil Gubemur, maka terdapat perbedaan jelas antara 

Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 dengan Permendagri nomoi 57 Tahun 

2009 dalam hal mekanisme pengelolaan dana hibah. Adapun perbedaan 

tersebut dapat dijelaskan dari tabel berikut: 
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Tabel4.1 
Perbedaan Pengelolaan Dana Hibah Berdasarkan Pennendagri Nomor 57 

Tahun 2009 dengan PennendagriNomor 44 Tahun 2015 

Permendagri Permendagri 
Nomor 57 Tahun 2009 Nomor 44 Tahun 2015 

Kelembagaan Panwaslu bersifat Ad-hoc Kelembagaan Panwaslu bersifat 
Perman en 
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Pengelolaan Dana Hibah menggunakan Pengelolaan Dana Hibah menggunakan 
mekanisme APBD mekanisme· APBN 

Pertanggungjawaban pengelolaan Pertanggungj awaban pengelolaan 
keuangan menggunakan mekanisme keuangan menggunakan mekanisme 
APBD APBN 

Tidak dilakukan registrasi ke menteri Dilakukan registrasi ke menteri · 
Keuangan keuangan 

~ . 

Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Pengguna Anggaran adalah Ketua 
Daerah Bawaslu RI 

Sumber : data diolah oleh penulis 

b. Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 

pasal 166 ayat (1) Pendanaan Pilkada dibebankan pada APBD dan dapat 

didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.· 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

191/PMK.OS/2011 tentang mekartisme pengelolaan dana hibah, 

----=~-----~~ --~-=~--------------- ------------
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pertanggungj awaban dana hibah Pilkada pada Bawaslu Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yaitu 

a. Bawaslu Prov/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara 

formal dan material terhadap belanj a hi bah pilkada. Lampiran 

SPTJM 

b. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap realisasi belaja 

hibah Pilkada masuk kedalam Laporan Keuangan Pemerif1.tah 

Daerah. 

c. Pertanggungjawaban belanja hibah oleh Penerima hibah dengan 

I ' 

I 
I 

menggunakan mekanisme APBN. 
. i 
I l 

. I Skema mekanisme pertanggungjawaban Dana Pilkada Tahun 2015 

sebagai berikut: 
I : 

Gambar4.5 
Skema Pertanggungjawaban Dana Pilkada 2015 oleh Bawaslu 

r----+1 NPHD 

APBN ' 

APBD Pendapatan Hibah 

LK:_j Belanja Belanja 
Lap~ operasional Hi bah Keuangan 

II Transfer 
tbn~ I ? 

Bawaslu Jjin Pembukaan Register 
(SATKER) Rekening (DJPPR) 

(KPPN) 
, 

I 
Panwaslu SP2HL RevisiDIPA 

(Non (KPPN) (Kanwil 
SATKER) DJPB/DJA) 
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Uraian skema Pertangungjawaban dana hibah pilkada 2015, yaitu 

1. Bawaslu Provinsi mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan 

pengawasan pemilihan kepada Pemerintah daerah, 

11. Dana hibah dituangkan dalam NPHD 

I I 
111. Setelah NPHD ditandatangani, Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran mengajukan permohonan registrasi hibah kepada Direktur 

Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan c.q. 

Direktur Evaluasi, Akuntansi, Setelmen dengan tembusan Sekretaris 

J enderal Bawaslu. 

iv. KPA mengajukan permohonan peretujuan Pembukaan Rekening dapat 
I 

I I 

1 · dilakukan mendahuhii persetujuan registrasi hibah. 

! I 

v. Untuk mengakomodasi dana hibah langsung dilakukan revisi Dipa sesuai 

dengan NPHD oleh Bawaslu Provinsi di Kantor Wilayah Perbendaharaan 

setempat setelah memperoleh Nomor Registrasi H1bah Langsung dan izin 

pembukaan rekening. 

VI. Setelah dilakukan revisi dip a· anggaran KP A mengajuan Surat Perintah 

Pengesahan Hi bah Langsung (SP2HL) atas pendapatan yang telah diterima 

dan belanja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu 

Kabupaten/Kota kepada KPPN mitra kerja. 

Tahapan Permohonan Hibah Langsung Bentuk Uang 

1. Perencanaan Dana Hibah 

Bawaslu mengajukan usulan kebutuhan dana penyelenggaraan pengawasan 

Pemilihan disertai Kerangka Acuan Kerj a (KAK) kepada Gubemur dan 

--------- ----~-- -·---
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dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (T APD). Dana Hibah 

kegiatan pengawasan yang telah disetujui kemudian dituangkan ke dalam 

Naskah Perjan:jian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Gubemur 

dan Ketua Bawaslu Provinsi. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari 

penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pengajuan Permohonan Nomor Register 

Pimpinan Lembaga/Satker selaku P A!Kuasa P A mengajukan 

permohonan nomor registrasi ke DJPU/ c.q. Direktur EAS . 

. Permohonan nomor registrasi dilampiri : 

1. Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang 

dipersamakan, dan 

2. Ringkasan hibah (Grant Summary) 

Jumlah yang diregister : Sejumlah Perjanjian Hibah 

Jumlah register : 1 (satu) PH- 1 (satu) Nomor Register 

Output : Nom or Register 

3. Izin Pembukaan Rekening Dana Hibah 

Bawaslu Provinsi selaku KP A mengajukan permohonan persetujuan 

pembukaan rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN d8.lam rangka 

pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 

Pengajuan permohonan persetujuan pembukaan rekening dapat dilakukan 
' I 

mendahului persetujuan registrasi hibah. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku KP A mengajukan specimen 

tanda tang an dalam rangka penarikan dana atas nama KP A dan BP. 

- I 
-------. ---- ------------------- --------
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Dalam ha:l rekening telah dibuka dan atau digunakan dapat dilakukan 

perubahan specimen. 

Dalam hal terdapat pembukaan rekening mendahului izin pembukaan 

rekening, Bawaslu Provinsi mengajukan izin penggunaan rekening 

dimaksud kepada KPPN mitra kerja. 

4. Revisi DIP A 

a. Satker Pusat ke Dit. P A, Ditjen Perbendaharaan 

b. Satker Daerah ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan setempat 

c. Jumlah yang direvisi adalah jumlah yang direncanakan akan 

dilaksanakan dalam 1 tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah. 

5. Pengesahan 

Yang disahkan adalah Pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari 

hi bah. 

Dokumen pengesahannya adalah : 

l) SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hi bah Langsung) 

2) SPHL ( Surat Pengesahan Hibah Langsung) 

Lampirannya : 

a) Copy rekening atas Rekening Hibah; 

b) SPTMHL 

c) SPTJM dan 

d) Copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengaJuan 

SP2HL pertama kali. 

"I 

-- ------- -------- -- ------- ------------ -------- -------
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c. Permasalahan Regulasi Pengelolaan Dana Hibah 2015 

Dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana 

kegiatan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota 

dan W akil Walikota diatur bahwa : 

c. Bawaslu menerima hibah langsung dari Pemerintah Daerah melalui 

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 

d. Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota bertanggungjawab formal dan 

material dalam pengelolaan dana hibah kegiatan pilkada 

e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan 

dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan yangditerima 

Bawaslu Provinsi/Pawas Kabupaten!Kota berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN. 

Permasalahan Pengelolaan Hibah Langsung Bawaslu 

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Ta:hun 2011, kelembagaan 

Pengawas Pemilu yang bersifat tetap hanya Bawaslu RI pada tingkat 

pusat dan Bawaslu Provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota 

dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang bersifat 

Ad hoc. 

2. Berdasarkan PMK No. 191/PMK.05/2011 bahwa pengelolaan hibah 

pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh Satker. 

3. Panwaslu tidak dapat dibentuk Satker tersendiri untuk mengelola dan 

hibah pemilihan Bupati/Walikota. 

4. Panwaslu tidak dapat menetapkan KP A dan pejabat perbendaharaan. 

--- --- --- ----=- --- ------- --~------- ~---
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Kelemahan dan kelebihan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel4.2 
Kelemahan dan kelebihan pengelolaan dan pertanggungjawaban 

dana hibah Pilkada Tahun 2012 dan 2015 

Tahun Kelemahan Kelebihan 

2012 Mekanisme pengelolaan dan Gubernur menetapkan 

2015 

pertanggungjawaban standar honorarium/ming 
menggunakan mekanisme lembur penyelenggara pemilu 
APBD, sehingga akuntabilitas dengan besaran nilai yang 
keuangan hanya sampai pada sama, dan berlaku untuk 
Pemerintah Daerah. Padahal seluruh kabupaten/kota 
dalam rangka akuntabilitas diwilayahnya, sehingga 
Keuangan Negara harus penggunaan anggaran lebih 
dilaporkan ke Pemerintah Pusat. efisien. 

Penyusunan rencana kebutuhan 
biaya panwaslu dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah (melalui 
Kesbanglinmas ), sementara yang 
mempunyai program kegiatan 
adalah Panwaslu Provinsi. 

• Panwas Kabupaten/Kota masih . Mekanisme pengelolaan dan 
bersifat Ad-hoc (sementara), pertanggungjawaban dana 
yang bertanggungjawab terhadap hibah yang menggunakan 
pengelola anggaran panwaslu mekanisme APBN, dengan 
adalah Kepala Sekretariat ketentuan wajib registrasi 
Bawaslu Ptovinsi selaku Kuasa NPHD, dan wajib 
Pengguna Anggaran (KP A), melaporkan ke Kementerian 
sementara yang mengelola Keuangan sehingga tercatat 
anggaran adalah Panwas di Kementerian Keuangan 
Kabupaten/Kota. sebagai Bendahara Umum 

Negara/ 
KuasaBUN 

-------- --- -------------------------- ----
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Standar honorarium I uang 
penyelanggara pemilu 
disesuaikan dengan kemampuan 
daerah masing-masing sehingga 
terjadi perbedaan besaran 
anggaran tiap kabupaten/kota, 
yang mengakibatkan terjadinya 
peningakatan anggaran yang 
signifikan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis perubahan mekanisme 

pengelolaan terhadap pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada Tahun 

2012 dan Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2015 di Bawaslu Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dapat disampaikan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sistem Pengelolaan terhadap pertanggungjawaban dana hibah 

~----------- -----~---pilkada--.:T-ahun-2012-yaitu_· ___ _ 

I 
' I 

a. Mekanisme pengelolaan dana hibah menggunakan system 

APBD; 

b. Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat ad 

hoc (sementara) sehingga Panwaslu tidak dapat dibentt¥<

Satker tersendiri untuk mengelola dana hibah pemilihan 

Bupati/Walikota. 

c. Penyusunan rencana kebutuhan biaya Panwaslu dilakukan 

oleh Sekretaris Daerah. 

d. Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Daerah. 

2. Sistem pengelolaan dana hibah pilkada serentak Tahun 2015 di 

Bawaslu Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut : 

a. Sistem Pengelolaan dana hibah menggunakan mekanisme APBN. 

104 
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b. Berdasarkan PMK No. 191/PMK.OS/2011 tentang Mekanisme 

Pengelolaan Dana Hibah yaitu harus dilakukan untuk pengesahan, 

pendapatan, dan belanja melalui tahapan: 

1) Pengajuan permohonan nomor registrasi, 

2) Pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah, 

3) Penyesuaian pagu hibah dalam DIP A, dan 

I 

! I I I 

. ! 

4) Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang. 

3. Mekanisme pertanggungjawaban dana Hibah Pilkada di Bawaslu 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.OS/2011 tentang mekanisme 

pengelolaan hibah adalah Pertanggungjawaban dana hibah Pilkada 

pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut : ; 

a. Bawaslu Prov/Panwas Kab/Kota bertanggung jawab secara 

formal dan material terhadap belanja hibah pilkada. 

b. Pertanggungjawaban Pemda terhadap realisasi belanja hibah 

Pilkada masuk kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .. 

c. Pertanggungjawaban belanja hibah oleh Penerima Hibah dengan 

mekanisme APBN 

4. Kebijakan peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban 

dana hibah Pilkada Serentak adalah : 

a. Kelembagaan Pengawas Pemilu yang bersifat tetap hanya Bawaslu 

RI pada tingkat pusat dan Bawaslu Provinsi. Sedangkan pada 

tingkat kabupatenlkota dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum (Panwaslu) yang bersifat Ad hoc. 

-------------- --------------
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b. Berdasarkan PMK No. 191/PMK.OS/2011 bahwa pengelolaan 

hibah pemilihan Bupati/Walikota dilakukan oleh Satker. Panwaslu 

tidak dapat dibentuk Satker tersendiri untuk mengelola dan hibah 

pemilihan Bupati/Walikota karena bersifat Ad hoc. Sehingga 

Panwaslu tidak dapat menetapkan KP A dan pejabat 

perbendaharaan. 

c. Pendanaan kegiatan pemilihan Gubemur/Bupati/W alikota 

dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

d. Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan 

berpedoman pada pengelolaan APBN. 

e. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta 

pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan 

yang diterima oleh Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota berpedoman 

pada peraturan perundang - undangan yang mengatur pengelolaan 

APBN. 

5. Hasil analisis pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah 

Tahun 2012 dan Tahun 2015 sebagai berikut: 

a .. Bahwa anggaran dana hibah pilkada tahun 2012 dengan dana 

hibah pilkada serentak tahun 2015; terkait mekanisme pengelolaan 

terhadap pertanggungjawaban dana hibah agak lebih baik tahun 

2015 dan lebih tranparan karena menggunakan mekanisme APBN. 

b. Besaran Anggaran dana hibah Tahun 2012 lebih minima1is di 

bandingkan dengan Tahun 2015, dikarenakan anggaran dana hibah 

tahun 2012 besaran honorarium, dan standard kebutuhannya di 

'--------- ----------~-- -------------- --- --- -----
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tetapkan oleh Gubemur dan penganggaran dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dan system pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan dengan mekanisme APBD. 

Sedangkan Tahun 2015 besaran honorarium dan standard satuan 

harga kebutuhan menggunakan mekanisme APBN dan 

berpedoman pada pengelolaan APBN. 

Saran 

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih detail mengenai 

mekanisme pengelolaali dana hibah dan pertanggungjawaban Dana Hibah 

Pilkada Serentak. 

2. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempersiapkan 

SDM bagi Panwaslu Kabupaten!Kota terkait dalam pengelolaan keuangan 

:karena Panwaslu Kabupateri!Kota bersifat ad hoc. SDM dimaksud di atas · 

bertujuan untuk meringankan beban pertanggungjawaban keuangan yang 

dibebankan kepada Bawaslu Provinsi mengingat hal tersebut merupakan 

konskuensi logis dari pengelolaan dana hibah oleh Bawaslu Provinsi. 

3. Bawaslu RI agar membuat pedoman terkait standar kebutuhan 

penganggaran. 

4. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan pengaturan 

tambahan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 

terutama dalam penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran adalah Bawaslu 

Provinsi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, bahwa 

kedudukan Panwas Kabupaten/Kota bersifat ad hoc (panitia) bukan 

lembaga tetap (satuan kerja) sehingga secara normative tidak dapat 
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ditunjuk sebagai KP A sedangkan yang menggunakan anggaran adalah 

Panwas Kabupaten/Kota. Hal ini tentu saja memberatkan Bawaslu 

Provinsi. 

5. Agar Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sebaiknya duduk 

bersama untuk membuat persamaan persepsi terkait regulasi/kebijakan 

tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah. 

Mengingat Penandatangan NPHD yaitu Ketua Bawaslu Provinsi/Ketua 

Panwas Kabupaten Kota, yang mana dalam hal ini yang bertanggung 

j awab adalah Kuasa Pengguna Anggaran. 

~---~------' 
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

Lampiran 2 Transkrip wawancara 
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PANDUANWAWANCARA 

1. BAGAIMANA SISTEM PENGELOLAAN DANA HIBAH DALAM · 

SISTEM KEUANGAN BA WASLU? 

a. Bagaimana alur mekanisme penerimaan dana hibah? 

b. Siapakah yang berwenang untuk mencairkan dana hibah? 

c. Syarat dokumen apa yang diperlukan untuk mencaikan dana hibah? 

d. Bagaimana cara membuka rekening hibah yang telah diterima? 

e. Bagaimana sistem pelaporan dana hibah? Apakah sesuai dengan 

penggunaannya? 

f. Berapa lama dana hi bah dapat dikelola oleh Bawaslu? Bagaimana jika 

tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (misal lebih cepat 

atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan) ? 

g. Apakah mekanisme pengelolaan hibah saat ini dianggap ideal? 

h. Apa kelemahan dalam mekanisme hibah yang sebenarnya? 

1. Apakah rentang kendali hibah tidak sangat jauh karena mesti 

mdibatkan lembaga pusat (Bawaslu Rl) ? 

J. Bagaimana jika anggaranm hibah tidak dapat di cairkan tepat waktu, 

apakah ada konsekuensi bagai lembaga pemberi a:tau penerima? 

2. BAGAIMANA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH 

DIBAWASLU? 

1. Pihak mana sajakah yang berwenang mengelola hibah? Misal dalam 

proses pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban? 

2. Apakah kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana hibah? 

3. Apakah mekanisme pencairan dengan APBN dan pertanggungjawaban 

dengan APBN tidak merugikan pemerintah daerah selaku pemberi 

hi bah? 

4. Apa pertanggungjawaban Bawaslu selaku pengguna hibah pada 

pemerintah daerah? 

5. Apakah ada mekanisme pelaporan secara per-termin? 

-·----- -------- -------------------------
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6. Atas dasar apa pemerintah daerah mengeluarkan estimasi dana hibah? 

7. Apakah diberikan jangka waktu dalam proses perencanaan, pencairan, 

pengelolaan dan juga pertanggungjawaban hibah? 

8. Jika anggaran pemerintah daerah tidak cukup sesuai dengan estimasi 

dana hibah yang diajukan langkah apakah yang ditempuh oleh 

pemerintahd aerah dan juga Bawaslu? 

9. Kendala utama apa yang menyebabkan dana hi bah bisa tersendat? 

10. Bagaimana proses Bawaslu membagi dana hibah untuk kabupaten? 

Acuan apa yang digunakan? 

11. Kepada siapa Bawaslu melaporkan penggunaan dana hibah? 

3. BAGAIMANA KEBIJAKAN PERATURAN DANA HIBAH 

TERK.AIT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

DEMI PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA MENTERI 

KEUANGAN DAN MENTERI DALAM.NEGERI? 

1. Apa yang mendasari keluarnya Permendagri yang mengurus mengenai 

danahibah? 

2. Apakah Permendagti yang telah dikeluarkan itu tidak bersebrangan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan? 

3. Bagaimana kedua regulasi ini bisa disandingkan agar dapat seiring 

sejalan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah? 

4. Siapakah yang paling berwenang dalam mengatur dan membuat 

regulasi hibah pilkada, mengingat irisannya ada dalam domain 

Kementerian Dalam Negeri? 

5. Bagaimana Peraturan Kementerian Keuangan terkait dengan pola 

dana hibah yang dalam pertanggungjawabannnya menggunakan 

mekanisme APBN? 

6. Apakah mekanisme yang berbeda dalam proses pencarran dan 

pengelolaan dibandingkan dengan pertanggungjawaban tidak 

mengganggu sistem pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah? 

--- --~- --- -----------~- -- ~ ·------ -~ 
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7. 

8. 

9. 

Apakah diperlukan lagi harmonisasi aturan/regulasi agar mekanisme 

hibah ini dapat lebih mudah untuk dilaksanakan? 

Apakah ada upaya yang dilakukan oleh kementerian terkait agar hibah 

pilkada dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang? 

Regulasi mengenai perubahan hibah pilkada memang baru diterbitkan 

setelah kelembagaan Bawaslu permanen ditingkat provinsi; apakah 

proses ini lebih · baik dibandingkand engan ketika masih bemama 

Panwaslu (2012)? 

10. Upaya konkrit apa yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk dapat 

mendorong perbaikan regulasi dana hibah? 

--------- --- - --· --- -------
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Ditujukan kepada 

Pada hari/tanggal 

Pukul 

Lampiran Wawancara 

: Kepala Sekretariat (KP A) Bawaslu Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 

: Rabu I 10 Mei 2017 

:08.30 Wlb 

Sumber : Wardati, SE., MM (Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung) 

Dana Hibah yang diterima oleh Bawaslu Provinsi merupakan salah satu 

faktor dominan yang turut menentukan suksesnya Pilkada. Bahkan faktor dana ini 

menjadi faktor penentu maksimalnya kerja Bawaslu yang diformulasikan melalui 

berbagai kegiatan sebagai bentuk dari realisai perencanaan. Sehingga menjadi 

kewajiban bagi Pengguna Anggaran untuk mempertanggung jawabkannya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Sebelum Tahun 2014 Dana Hibah yang 
; 

dihibahkan ke instansi vertikal manapun, di pertanggungjawabkan ke Pemerintah 

Daerah. Tetapi dengan adanya aturan baru dari Kementrian Keuangan persoalan 

Dana Hibah maka pertanggung jawaban Dana Hibah tidak lagi ke Pemerintah 

Daerah melainkan hanya bentuk laporan penggunannya saja. Sehingga pemerintah 

daerah tidak bertanggung jawab atas Dana Hibah yang diberikan tetapi menjadi 

tanggung jawab mutlak lembaga sebagai penerima Dana hibah. 

Berkenaan dengan belanj a hi bah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

bahwa belanja hibah dituangkan dalam NPHD de:O.gan dilampiri pakta integritas 

dari penerima hibah. Pencairan Dana Hibah pilkada dapat dicairkan sekaligus 

ataupun bertahap serta Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dilakukan 

paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahapan Pilkada. Dengan demikian, NPHD 

ditanda tangani oleh Gubemur selaku Pemberi Hibah bersama KP A selaku 

pengguna Anggaran. 

--------------------------------

43212.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



' I 

'' : i 

Ditujukan kepada 

Pada hari/tanggal 

Pukul 

Hasil Wawancara : 

Lampiran Wawancara 

: Kasubdit Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan BUN 

Ditjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan 

: Selasa I 06 Juni 2017 

:09.20 Wlb 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, jenis Hibah 

dibedakan menjadi dua. Pertama, Hibah yang direncanakan, artinya Hibah yang 

dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Kedua, Hibah Langsung, artinya 

Hi bah yang dilaksanakan tidak melalui · mekanisme perencanaan. Sementara itu, 

Hibah yang dikelola oleh Bawaslu adalah Hibah Langsung. Dengan demikian 

Bawaslu harus mengelola Hibah sesuai dengan mekanisme pengelolaan Hibah 

Langsung. Selanjutnya mekanisme tersebut terurai dalam langkah-langkah yang 

saling berkesinambungan. 

Pengelolaan Hibah Langsung diawali dengan mengu:bah status Hibah yang 

mulanya on budget off treasury menjadi on budget. Y akni dengan dengan cara 

Register, Rekening, Revisi dan Pengesahan atau yang dikenal dengan konsep 

3R1P. 3R1P bertujuan agar Hibah yang diterima dapat masuk ke dalam APBN 

dan secara otomatis akan menaikkan Pagu. Sehingga Satker dapat merealisasikan 

anggaran melebihi dari APBN Murni yang diterima. Namun, Hibah harus masuk 

ke dalam DIPA sebagai dasar pengesahan oleh KPPN. 

Agar Hibah dapat masuk ke dalam DIP A; terdapat dua cara yang dapat 

dilakukan. Tentunya, ada konsekuensi yang harus diterima terhadap cara yang 

digunakan. Cara tersebut diantaranya : 

a. Menetapkan DIP A sesuai dengan angka rea/count yang diterima. 

Konsekuensi yang harus diterima adalah apabila realiasi belanja lebih kecil 

--- -.- ----· -- -------- ------ -------
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dari angka realcount, artinya penyerapan tidak mencapai 100%. Terlebih 

jika selisih antara realcount dan realisasi belanja cukup besar, 

mencerminkan merosotnya penyerapan. 

b. Menetapkan DIP A sesuai dengan realiasi belanja pada kurun waktu 

tertentu. Namun di kemudian hari, terdapat realisasi belanja kembali. 

Konsekuensinya adalah harus melakukan revisi ulang untuk mencapai 

penyerapan 100%. 

---- -- ---- ------~---~ -~ -------- --- ------------~------
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Ditujukan kepada 

Pada hari/tanggal 

Pukul 

Basil Wawancara : 

Lampiran Wawancara 

: Tim TAPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung an. (Arfiin Khoiri, Rahmat) 

: Senin I 29 Mei 2017 

: 14.15 Wlb 

Dimulai sejak penerapan Pilkada Serentak Gelombang I pada Desember 

2015, terdapat perbedaan proses penganggaran; tahapan pelaksanaan hingga 

mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan Hibah dibandingkan pada Pemilu 

Tahun 2012 dan Pemilihan sebelumnya. Pada Pemilihan sebelumnya belum ada 

peraturan baku mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Hibah termasuk 

Peraturan Kementerian Keuangan yang juga berubah. Selain itu, adanya 

Perubahan Peraturan KPU terhadap tahapan Pemilihan mempengaruhi tata kelola 

anggaran. 

Terkait pengembalian sisa dana tidak dapat digunakan untuk keperluan 

lainnya tanpa terkecuali sepanjang seluruh tahapan Pemilihan telah selesai 

dilaksanakan. Mekanisme yang digunakannya pun sesuai dengan procedural 

APBD. Sisa dana pada APBN tetap harus dikembalikan ke provinsi. Waktu 

pengembalian dapat dilakukan setelah tahapan Pemilihan dengan ketentuan 

setelah proses pemeriksaan BPK selesai atau tanpa menunggu proses pemeriksaan 

BPK tergantung pada kebutuhan di pemeriksaan. Pemerintah Daerah tidak 

diperkenankan untuk menyetujui pengalihan dana tersebut selain digunakan guna 

kebutuhan Pemilihan. 

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi tidak pemah mengeluarkan dana 

untuk Pilkada. Meski Pemerintah Provinsi pemah menetapkan anggarannya, tapi 

pada saat itu KPU menolak dengan alasan tidak ingin double anggaran. Namun 
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temyata untuk proses koordinasi sudah dibantu melalui APBN. Apabila Pemda 

tertentu atau KPU tertentu kekurangan dana, Pemerintah Provinsi dapat 

membantu sesuai jenjangnya. KPU menjadi tolak ukur karena status Panwas 

Kabupaten/Kota masih adhoc (belum permanen). 

Jika berbicara persoalaan mekanisme pengelolaan Hibah pada saat ini dan 

pada Pemilihan sebelumnya, tidak dapat disimpulkan lebih mudah atau lebih sulit. 

Karena tahapan Pemilihan berjalan berdasarkan Peraturan KPU dan Permendagri. 

Sebelum Tahun 2014, Pemda masih mengacu pada peraturan lama (Undang

Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan perubahannya). Sedangkan saat ini yang 

menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah yang mana di dalamnya mengatur secara detail tentang 

Pilkada dan turunannya. Bahkan ada perbedaan diantara Pilkada Serentak Tahun 

2015 dan Tahun 2017. Olehkarena itu tidal<: ada bentuk baku dari NPHD. Antara 

KPU, Bawaslu maupun dengan Pihak Polda sepanjang tidal<: di luar azaz umum 

permberian Hibah, format NPHD tidal<: baku. Sehingga ada perbedaan bentuk 

NPHD diantara ketiga lembaga terse but. 

Berdasarkan peraturan yang berlaku, perubahan NPHD dilakukan 

maksimal sebanyak satu kali. Artinya Pemerintah Provinsi hanya dapat satu kali 

menyetujui peruba:han NPHD. Pengecualian hanya j ika terdapat perubahan 

peraturan yang lebih tinggi. NPHD berimplikasi kepada Pemberi dan Penerima 

karena bersifat mengikat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (terdapat hal<: dan 

kewajiban masing-masing). 
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NOTULENSIRAKORSTAKEHOLDER 
PENGELOLMN DANA HIBAH PILKADA TAHUN 2015 

DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Aula Pasir Padi lantai 3 Kantor Gubernur Kep. Bangka Belitung 

Sekjen Bawaslu RI 

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan akan berhasil, 
khususnya di wilayah Bangka Belitung, sebab Saya lihat lebih siap 
dibandingkan dengan daerah lainnya. Bangka Belitung hanya 4 
( empat) kabupaten yang pilkada. Saya juga ucapkan terima kasih, 
karena Pemerintah Provinsi mendukung. Salah satu daerah yang 
anggrannya sangat cepat adalahBangka Belitung. 
Diluar Bangka Belitung masih ada juga kendala dalam 
anggarannya, bahkan mereka belum mencairkan anggaran. 
Alhamdulilah, Bangka Belitung dari pertama tidak dipotong satu 
rupiah pun dalam pengajuan untuk pilkada ini. 
Suksesnya ·pelaksanaan pilkada tergantung dari perencanaan dan 
pengamanan, dalam rangka untuk mewujudkan hak politik warga 
untuk meniilih netral dan terjaga dengan biak, agar hak politik 
wargatersalurkan dengan baik. 
Terkait degan dana hibah sebetulnya memang ada perbedaan 
pengelolaan dana hibah pilkada 2014, dengan pengelolaan dana 
hibah tahun 2015. Kalo sebelumnya langsung dari Pemda ke KPU 
atau Panwas, maka untuk saat ini ada perbedaan. Pada saat itu, 
Saya selaku Sekjen Bawaslu sempat terkaget karena mekanisme 
pengelolaan dana hibah ini dengan sangat terpaksa Kasek 
Bawaslu Provinsi sebagaia Kasek harus berfungsi sebagai KPA, 
konsekuensi karena Bawaslu Provinsi bersifat permanen. 
Meskipun kabupatenfkota mengelola. Seperti aturan yang 
dikeluarkan oleh Kemenkeu dan juga Kemendagri yang mengatU:r 
mengenai pengelolaan dana hibah pilkada. Karena satker yang 
permanen Bawaslu Provinsi, maka Kasek Bawaslu Provinsi 
menjadi KPA. Banyak penolakan, Saya juga paham. Setelah Saya 
berdiskusi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, maka sebagai 
birokrat wajib tunduk untuk menjadi KP A dalam pilkada serentak 
ini. 

------- ------ --- -------
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Dalam Panwas dibentuk PPK dan · Bendahara Pengeluaran 
Pembantu (BPP). Ini kebijakan yang baru yang terkait dengan ini 
untuk pilkada 2017 bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 
udah mengatur pilkada tidak ada setiap tahun. Tahun 2015, 2017 
tahapannya mulai 2016, Babel ini ada pilkada 2017, memang · 
masih ada dilematis dar sisi perencanaan, jika 2017 dibebankan 
pada APBN maka tidak jadi masalah, namun seluruh Kementerian 
dan Bawaslu belum memikirkan itu, juga karena APBN tidak 
cukup membiayai pilkada. Oleh sebab itu, mungkin pendanaannya 
masih APBD. Alangkah baiknya Pak Gubernur sudah siap-siap dan 
jajarannya di Kabupaten/Kota untuk antisipasi dana ini. Ini juga 
penting karena tahapan pilkada 2017 dimulai 2016. Untuk 2018 
tahapannya sudah dimulai 2017. Kalau tahun 2019 tidak ada 
pilkada karena ada Pilpres dan Pileg serentak, baru ada pilkada 
lagi 2022 sampai 2027. Diprediakisi pilkada serentak nasional 
jatuh pada tahun 2027. 
Terprogram seperti itu positif untuk perencanaan dan anggarah 
serta pengamanan. 
Terakhir Saya sampaikan bahwa apresiasi pada Gubernur Babel. 
Tadi pagi Saya langsung ke ruangan ini, Sayalihat mapping Kantor 
Gubernur sangat bagus karena 'lahan mungkin masih luas. 

Kemendag.ri 
N aksah perjanjian hi bah daerah 
Permendagri Sl tahun 2015 adalah revisi permendagri 44 tahun 
2015, sesuai dengan kebutuhan. Permendagri ini hanya diatur 
untuk pilkada 2015. Khususnya satuan harga dan standar 
kebutuhan. Standar satuan harga ditetapkan oleh kepalda daerah 
untuk 2015. Bukan untuk 2016 mungkin ada aturan lagi 
selanjutnya. Kemenkeu atau Bawaslu · untuk menetapkan 
harganya, karena ini masih transisi rekomendasi dari DPR RI 
maka seperti inilah aturan yang telaah ditetapkan. 
Pasal39 Peraturan Pemerintah Nomor 58, hanya diatur menganai 
honor dan uang harian perjalanan dinas yang lainnya belum. 
Honor yang tercatat dan juga perjalanan dinas sesuai dengan 
standar APBN. Mengapa demikian? Ada daerah yang perjalanan 
daerahnya sangat tinggi dan ada yang rendah. Oleh karena itu 
diseragamkan. 
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NPHD intinya hanya satu yang ada hanya perubahan. NPHD hanya 
satu tidak ada NPHD lainnya. NPHD tidak ada yang baru yang ada 
perubahan. Tidak perlu terpaku dengan redaksi} redaksi bisa 
berubah jangan kaku. Di pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 
tahun 2015 disebutkan biaya pemilihan Kepala Daerah adalah 
APBD. Dibebankan pada APBD dan dapat dibantu oleh APBN. Jika 
ada daerah yang tidak menganggarkan maka tidak boleh} karena 
amanat undang-undang. Namun} jika masih kurang dapat dibantu 
APBN. Contoh} pos belanja tak terduga} pilkada adalah program 
strategis nasional yangharus disukseskan. 
Tadi. disinggung Pak Sekjen tentang NPHD} masih ada daerah · 
sampai dengan keluarga telegram Kemendagri yang belum NPHD. 
Maka kami tidak perbolehkan BupatifWalikota harus mereka 
tanda tangan NPHD dulu. 
Inti dana pilkada adalah dari APBD} dalam Undang-Undang Nomor. 
28 pemerintah daerah dapat mengeluarkan dana darurat . 
meskipun tidak dianggarkan dalam APBD. Intinya adalah jika 
tidak dilaksanakan pasti akan merugikan daerah masupun 
smaayarakat. Itulah yang masuk dalam kategori keperlual) 
mendesak. 
Kalu DPRD hanya berkaitan dengan regulasi Perda. N amuh} jika 
mendesak tidak libatkan} hanya diberitahukan maksimal 1 bulan 
dari pengeluaran dana. Dalam permen 44 tahun 2015. KPU dan 
Bawaslu sampai dengan kabupatenjkota. 
Kepala daerah hanya dilaporkan mengenai penggunaan bukan 
laporan pertanggungjawaban} sehingga cukup rincian dana yang 
digunakan saja. Pertanggung jawaban secara berjenjang dilakukan 
para penyelenggara. Begitu dana disalurkan} maka pelaporannya 
melalui Kepala Daerah. N amun} pertanggungjawaban bukan 
kesana. Ini perlu di luruskan agar tidak ada kekeliruan antara 
pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Dalam audit bukti format kwitanst undangan rapat dan lain-lain. 
Selain itu bukti materiat misal rapat 3 (tiga) hari namun 
pelaksanaan Cuma 1 hari. N ah} itulah bukti material dan formal. 
Ada kasus. DPRD reses} perjalanan 2 hari ke daerah. Uang yang 
dibawa itu ada pertanggungjawaban termasuk kwitansi dan lain
lain. Nah} DPRD ini diperiksa BPK. Bukti formalnya ada hanya 
yang jadi soal makannya di daerah} makannya beli di warung nasi 
padang di Provinsi. Akhirnya suruh mengembalikan} karena tidak 
sesuai dengan kondisi. 

~---------
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Sekian diucapkan terima kasih karen awaktu yang singkat. 

Kemenkeu 
Ada beberapa aturan terkait pilkada ini, khususnya pengelolaan. 
Sehingga kita mengikuti aturan tersebut. Isu yang krusial adalah 
meskipun bapak ibu menerima dana NPHD secara langusng 
namun pertanggung jawabannya ada di Bawaslu. 
Pertanggungjawabanya pada Satker yang permanen. Dalam 
Permenkeu, disebutkan bahwa Panwas harus menetapkan SPTJM 
surat tanggungjawab mutlak. 
Sebelum 2015, dana dipertanggungjawabkan pada Kepala Daerah, 
namun sekarang dipertanggungjawabkan pada KPA Bawaslu dan 
disampaikan kepada pejabat diatasnya. 
Yang penting disini adalah Panwas diperbolehkan membuka 
rekening dan menggunakan uang sebelum dilakukan registrasi 
rekening. Pada tanggal 17 April, belum ada satu daerah pun yang 
menandatangani NPHD. Sehingga kebijakan Kemenkeu, 
membolehkan untukdibuka NPHD dilaporkan pada KPPN. Setelah 
dibuka dan digunakan silahkan diregistrasi. 
Boleh speeti itu, namun sebaiknya registrasi tidak dilakukan 
terpisah. Pada saat amandemen NPHD, agar disampaikan surat 
perubahannya seperti apa, supaya tidak menimbulkan kesulitan. 
Merujuk pada satu NPHD. Kemudian apabila setelah dibelanjakan, 
kami sampaikan adanya kerjasama antara PPK dan KPA. Saat irii 
harus disusun semua belanja barang adalam DIPA KPA Bawaslu, 
misal program atau pembelian barang. Melalui aplikasi RKKL agar 
dikonversi dari akun A{BD enjadi APBN. Harga satuannya 
disesuaikan. Jadi fungsinya administrasi saja. 
Setiap pengeluaran dan termasuk honor harus dituangkan dalam 
laporan, sebagai dokumen apabila terjadi revisi DIPA dalam 
NPHD. 
Misal harga satuan berbeda tiap kabupatenfkota sehingga perlu 
disesuaikan a tau koordinasi an tara PPK dan KP A. Pelaporannya 
tidak melebihi tanggal 9 Desember, karena pertanggungjawaban 
akan menumpuk, mengingat akhir tahun. 
Pada saat melakukan kegiatan, maka pertanggungjawabanya 
dirapikan sesuai SPTJM. Sesuai dengan surat Kemenkeu S.423. 
Mohon diterima SPTJM seluruhnya baik dari Bawaslu maupun 
dari Panwas. Mengenai honor dari Panwaslu yang tidak ada dalam 

- ------ ---------- ----
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I nomenklatur Permendagri 51 tahun 2015 maka bisa masuk dalam 
revisi DIPA. 
LPJ itu agar menyetor sistem aplikasi SAS yang mencatat 
pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu, atas 
nama kabupatenfkota, yang SPJ-nya dilaporkan kepada Bawaslu. 
Jasa giro yang tercatat dalam rekening agar disetorkan kepada kas 
negara syukur-syukur diatur dalam NPHD. 
Anggaran keamanan untuk TNI dan Polri sudah dianggarkan di 
APBN, sudah terkumpul 500 milyar. Mudah-mudahan bisa segera 
direalisasikan. · 

Kasek Bawaslu Babel 
Banyak kendala dalam pelaksanaan, khususnya terkait regulasi, 
pembukaan, operasional pengelolaan sampai 
pertanggungjawaban. Penyelenggara harus mendapatkan 
pemehaman bersama agar sesuai dengan aturan main. 

Inspektorat Beltim 
Honor dan harga satuan diatur dalam Permendagri 44 tahun 
2015, boleh menggunakan standar satuan yang ditetapan oleh 
Gubernur, BupatijWalikota. Belanja jasa juga ditetapkan SK 
BupatijWalikota? Mengingat menggunakan mekanisme APBN. 

Hermawan 
Ketua KPU Belitung 
'ferkait dengan standar honor, kami waktu mengajukan NPHP 
pada tahun 2015 sesuai dengan penyusunan APBD, dasar k~mi 
menetapkan honor adalah Permendagri. Namun, disana diatur 
honornya disesuaikan dengan Pileg dan Pilpres. Namun, 
selanjutnya ditentukan honor dari masing-masing melaui SK 
Bupati. 
Lalu berkaitan dengan pengelolaaan dana hibah, harus ada 
langkah yang kami lakukan. Pertama rekomendasi, kedua, 
pengajuan dan revisi anggaran. Sampai saat ini, mengenai revisi 
tidak ada aturan yang jelas. Kami sudah menerima dana hibah 
sekitar Mei 2015, sedangkan kami tidak bisa melakukan revisi. 
Namun, kami sebenarnya ingin minta aturannya. 
Selanjutnya jasa giro. Kami bertemu dengan Kanwil, selama 
disebutkan dalam NPHD, maka dimasukkan dalam kas negara. 
Sementara itu, Pemda sepertinya keberatan dengan klausul ini. 

--------
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Karena berkaitan dengan dana silpa juga disetorkan pada kas 
negara padahal dana terse but berasal dari pemerintah daaerah. 
Untuk pelaporan sepertinya mungkin kalo bulan Oktober masih 
berjalan, sehingga kita juga kesulitan dalam melakukan pelaporan 
keseluruhan. 

Soal honor yang disinggung oleh BPKP, tidak ada honor PPK dan 
Bendahara, karena dalam konteks pemilu karena pas aturan ini 
disusun kita tidak tahu PPK dan Bendahara, tidak ada honor ada 
hanya kegiatan saja. Sehingga tidak masuk dan selayaknya 
dimasukkan dalam revisi. 
Perlengkapan tidak ada khusus diatur dalam Permendagri 51 
tahun 2015, apa boleh? 
Tergantung kegiatannya seperti apa. Bukan kegiatan sendiri tapi 
melibatkan masyarakat luar. Sewa kantor, adalah ruangan yang 
layak dijadikan sebagai kantor. Bukan ruangan kosong dan itu 
pasti diperiksa kelayakannya. 

Pe:hgadaan barang jasa dari Inspektorat Beltim, yang Saya tahu 
hanya ada dua, yang pertama honor dan kedua perjalanan dinas. 
Tidak boleh yang lain misal seragam dan sebagainya. Tidak boleh 
ada item lain yang diatur. 

Menganai revisi anggaran, boleh dilakukan asal diajukan dan tidak 
keluar dari lampiran Pemendagri 51 tahun 2015. Bagaimana jika 
ada kegiatan tidak dapat dilaksanakan maka tidak bisa digunakan. 

Pa Sarifudin 
Menganai revisi DIPA bisa masuk melalui Permenkeu Nomo'r 
253/PMK.02/2014 tentang Revisi Anggaran TA 2015 dan PMK 
nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan TA 
2015. Sehingga revisi sangat dimungkinkan sebagai perbaikan. 
Namun, diperlukan pengesahan, misal kepada KPPN sebagai 
landasan perubahan dan juga penggunaanya. Mengenai 
laporannya tidak boleh sampai Maret 2016. Karena itu sudah 
masuk Tahun Anggaran tahun 2016. Pembukaan rekening NPHD 
lebh dahulu merupakan keputusan politik setelah konsultasi 
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dengan DPR RI, namun selanjutnya tetap harus ditempuh 
prosedur palaporannya. Intinya, laporan 2014 berbeda dengan 
2015. 

Kasek Bawaslu Babel 
Bagaimana LPJ Panwas KabupatenfKota? 

Pak Sarifudin 

Kapolres Bangka Barat 
Dana operasional bagaimana? Sampai sekarang belum ada, 
meskipun saat ini kami sudah mengawal kemanaan sejak tahap 
pencalonan kemarin. Kami mengacu pada Permendari 37 tahun 
2014. Mohon petunjuk terhadap kondisi terse but mengingat tugas · 
telah kami laksanakan. Dan tempat pelantikan Bupati apakah di 
masing-masing wilayah atau di Ibu Kota Provinsi (Pangkalpinang) 
? 

Kasek KPU Bangka Barat 
Aturan menganai perjalanan dinas yang berbeda yang diatur 
dalam Permendagri dan Pergub atau Perbup? Mana yang mau 
dirujuk? 
Belum ada juknis terkait revisi meskipun sudah ada PMK 235.? 

DPPPKA Bangka Barat 
Aturan sebagai acuan hibah, karen ada perbedaan dasar hukllm 
seandainya ada pemeriksaan. Kami sudah menghibahkan dana 
pada Panwas, ternyata dana itu ditransfer kepada Bawaslu 
Provinsi? 
Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, itu dari Panwas 
atau Bawaslu? 
Masalah revisi, jika ada, apakah kami dengan Panwas apakah kaini 
dengan Bawaslu? termasuk juga jika ada sisa, mau dialihkan 
kemana? Apakah ke pusat apakah ke Pemda? Dan siapa yang 
menyetorkan silpa ke kas daerah . 
}a waban 

------ ---- -- -- -------------------------·---- -------------.--
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Kemenkeu 
Kemenkeu sudah menganggarkan dana pengamanan untuk · 
aparat, namun masih difinalisai. Namun, bisa juga dana berasal_ 
dari pemerintah daerah dan itu dibolehkan. Beberapa kasus yang 
ada dan ternyata diperbolehkan menerima dana dari Pemda. 

RAB berubah, NPHD berubah? Mengingat NPHD hanya satu. Jika 
merubah nilai maka wajib merubah NPHD. Nilai dalam RAB 
berubah dan menyangkut satuan DIPA dalam APBN maka 
nominalnya menjadi dasar perubahan tersebut. Amandemen 
NPHD yang semula. 

Panwas menerima langsung dari Pemda dan dilaporkai1 pada · 
Pemda. N amun, karen a mekanisme APBN, maka pola 
pertanggungjawabannya mengacu pada pengelolaan APBN. Hibah 
dari Pamda tersebut pertanggungjawabanya dilaporkan melalui 
KPA Bawaslu. Dilakukan dengan cara menyususn Buku Pembantu 
Pengeluaran (BPP), disampaikan kepada KPA Bawaslu yang 
sebelumnya diagendakan dalam RKKL. KPA dibantu oleh PPK dan 
juga Bendahara Pembantu, untuk menyusun laporan. 

PakSekjen 
SPTJM itu kenapa dibuat dengan melibatkan Ketua dan Anggota 
Panwas agar saling mengetahui penggunaan anggaran hibah 
pilkada. Jangan sampai dalam palaporan merasa tidak mengetahui 
atau tidak mengerti dana hibah. Oleh sebab, itulah mungkin ini 
adalah jalan tengah agar dibangun sistem seperti itu. 

Dalam . rangka transparansi an tara Sekretariat dan Komisioner. 
Jika ada niatan jahat maka wassalam. Kalau niatnya baik, sesuai 
dengan aturan sesuai dengan satandar biaya yang diatur, maka 
pasti tidak ada masalah dalam penggunaannya. 

Kemendagri 
Frasa pilkada hanya penyelenggara, KPU dan Bawaslu dan 
jajarannya. Dalam pengamanaan bentuknya adalah dukungan 
penyelenggara. Keamanan ini bekerja sebelum tahapan untuk 
menjaga kondusifitas. N amun, ada opsi penggunaan anggaran itu 
dari pemda selama dapat dipertanggungjawabkan secara materil 
dan formil. 

-------------------------------
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Coba ingat pembagian kewenangan dalam bentuk Atribusi 
Delegasi , Mandat. N ah disitu bisa dilihat, jika ada kesalahan 
dilakukan oleh siapa dan siapa yang bertanggung jawab. 

Ketua Bawaslu 
Pertanyaan untuk Kemendagri: 

1. Menganai perubahan Permendagri 44 tahun 2015 kepada 
51 tahun 2015 kenapa yang dirubah cuma lampiran? 

2. Mengenai SPTJM, bagaimana bisa sepeerti itu? Dengan 
melibatkan komisioner, karena bertentangan dengan UU No 
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara? 

Pertanyaan untuk Kemenkeu: 
1. Persoalan keuangan APBN dan APBD, mengingat pilkada 

dari Pemda? 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa 
pemerintah pusat dapat memberi hibah pada Pemda dan 
sebaliknya . 

Kesimpulan Rakor: 

• Pada prinsipnya untuk perencanan standar biaya harus di 
tetapkan melalaui SK bupati dan 2017 mengacu pada 
standar APBN ' 

~ Dalam pelaksanaan apabila terjadi revisi diajukan kepad.a 
Pemda melalui ad end urn dan tidak membuat NPHD baru" ·· 

• Pertanggungjawaban dana hibah pilkada menggunakan 
mekanisme APBN 

• SPTJM dengan melibatkan komisioner dimaksudkan untuk 
ceck and balancess dari awal antara sekretariat dengan 
komisioner 

• Pelaporan dari PPK khususnya di Panwas KabupatenfKota 
itulah yang menyampaikan laporan pada satker diatasnya 
maupun kepada Kepala Daerah , 

a Untuk perencanaan dan penyaluran diperiksa oleh 
inspektorat, selanjutnya diperiksa oleh BPK dan BPKP dan 
Dirjen Bawaslu. 

I 

) 
j 
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